BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah bank dan yang bukan bank di
Indonesia semakin pesat yang didukung juga dengan adanya penopang hukum
syariah islam yang dikeluarkan tentang keberadaan lembaga keuangan syariah
bank dan yang bukan bank. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan
menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi
dengan dual sistem, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil,
sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia.

Bank Konvensional, menggunakan sistem bunga dengan tujuan untuk
mengoptimalkan kebutuhan atau kepentingan pribadi sehingga kurang
mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya, sedangkan dalam
sistem bagi hasil perbankkan syariah beriorentasi pada pemenuhan
kemaslahatan umat manusia (Sudarsono, 2008). Atas dasar ini perbankan
syariah tidak menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih
dahulu atas modal dalam suatu traksaksi pinjam-meminjam/ utang-piutang.
Untuk mempraktekkan teori ini, perbankan syariah harus menolak semua
transaksi dan kontrak yang mengandung unsur bunga, namun transaksi-
transaksi yang unsur-unsur bunganya tidak eksplisit, atau dikenal dengan suatu
nama yang selain dari bunga, dengan nama mudharabah, musyarakah, dan
murabahah, sepenuhnya dapat diterima dengan istilah bagi hasil, upah, komisi,
dan laba.

Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

disebutkan bahwa Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan



menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga bisa menjalankan fungsi
social dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari
zakat , infak, sedekah,hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada
organisasi pengelola zakat selain itu, bank syariah juga bisa menghimpun dana
sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola
wakaf sesuai dengan kehendak pemberi zakat. (Rizal, Martawireja & Abdurahim
2013: 54)

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, tetapi untuk produk
dengan menggunakan akad jual beli masih mendominasi dibandingkan dengan
produk akad yang lain termasuk juga bagi produk bagi hasil. Hal ini bisa
disebabkan dalam pembiayaan ini resiko yang ditanggung relative kecil dan
dapat memberikan kepastian atau kejelasan dalam pengambilan dana
dibandingkan dengan pengambilan dana yang kurang pasti. Agar tidak ada
kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua belah pihak harus sama-
sama mengerti tentang prinsip bagi hasil ini, yang terutama saling menjaga
kejujuran sehingga tidak mengakibatkan dari salah satu pihak yang merasa
dirugikan dan yang merasa diuntungkan, sehingga produk bagi hasil ini bisa lebih

diminati dan menjadi produk unggulan di perbankkan syariah.

Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah yang menggerakkan dalam
sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif
memainkan perannya sebagai lembaga yang intermediasi dan menggerakkan
sektor riil melalui membiayaan mudharabah dan musyarakah serta profit and loss
sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan

mendorong  pertumbuhan ekonomi. Meskipus demilikan pembiayaan



mudharabah dan musyarakah belum tumbuh optimal dan konsentrasi

pembiayaan masih terpusat pada pembiaayan murabahah (Rama, 2013).

Dalam praktek yang ada, bank syariah lebih banyak menggunakan
pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dalam menyalurkan
pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besarnya angsuran dan
margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat

mengurangi tingkat resiko pembiayaan (Yuliana, 2015)

Dalam sistem transaksi syariah atas dasar bagi hasil yang dikenal dengan
transaksi mudharabah dan musyarakah. Kedua model transaksi ini adalah i c or e
b u s s iparbaskan syariah saat ini. Meskipun kenyataan di lapangan belum
maksimal. Skema pembiayaan bagi hasil sangat terbatas dibanding skema
pendapatan akan tetap, akad murabahah dan ijarah jauh lebih banyak digunakan
ol eh perbankan syari’'ah di bahasd.iAtagphkngan dengan
karena skema ini dari sisi pendapatan perbankan syariah lebih mendekati sistem
"bunga” yang relatif past. dan ditentukan d

dianggap terlalu beresiko tinggi dan pendapatan perbankan syariah relatif tidak

pasti (Djamil, 2007).

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung
ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas
bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar
bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator
penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit
menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah

dalam jangka panjang.



Dalam tabel 1.1 yang menjelaskan tentang perkembangan Bank umum

syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan BSM diantara Bank Umum Syariah (BUS)

No. Bank Umum Syariah

Aset Pembiayaan Pe:?:;:;::;:na Laba Ekuitas F‘;ﬁ;ﬁ;:d
1. Bank Syariah Mandiri 20,60 21,08 23,52 11,82 20,38 812
2. Bank Muamalat Indonzsia® 12,00 10,48 12,27 220 10,07 3.45
3. BNI Syariah 8,60 8,87 9,55 813 10,76 1,22
4, BRI Syariah™ 7.94 6,83 776 2,08 12,73 1.35
5 Bank Aceh Syariah 4,84 4,13 4,95 8,38 5,62 1.08
6, | Bank Panin Syariah 1,84 1,92 1,88 041 4,23 0,18
7. Bank Jaoar Banten Syariah” 1,41 1,46 139 033 2,16 019
8. Bank Syariah Bukopin 1,33 1,33 122 0,04 2,24 0,28
9. BTPN Syariah 2,52 2,27 205 1886 10,13 0,01
10. | Bank Mega Syariah 1,54 1,62 153 0,91 3,05 019
1. BCA Syariah 1,48 1.53 148 1.14 3.20 0.18
12 Maybank Syariah 0,14 0,02 0,00 (1.26) 1.34 0,00
13. Bank Victoria Syariah 0.45 0,39 0.40 (0.10) 0.74 0.05
14. Bank NTB Syariah 147 1.52 1.32 0.75 3.39 0.08

Sumber Data: Annual Report- 2018 Bank Syariah Mandiri

Pada tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa bank syariah mandiri
berkembang cukup pesat dan lebih tinggi dari Bank syariah yang lain hal ini
dapat dilihat dari pembiayaan yang dimiliki oleh Bank syariah mandiri sebesar
21,08% lebih tinggi dari pada pembiayaan yang ada di bank umum syariah ang
lain.

Bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan
dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan
sedang dalam proses pemantapan diri terutama dalam aspek manajemen intern
dan pembentukan image kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang
masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan

baik dan lengkap (lkit, 2012). Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa



produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan
musyarakah.

Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas
keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko
pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan
kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih
untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan Pembagian
keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang sepakati (Antonio, 2012).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sistem distribusi hasil
usaha dalam lembaga keuangan syari'ah menyebutkan bahwa untuk
kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan) sebaiknya digunakan
sistem basis akrual. Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering digunakan
untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau
akrual diskresioner). Dalam akuntansi syariah. Bank syariah dapat memberikan
pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui tiga produk,
yaitu Mudharabah, musyarakah, dan murabahah dimana untuk pembiayaan
modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil yang terdiri atas
mudharabah dan Musyarakah sedangkan dari prinsip jual beli yaitu murabahah.
Tabel 1.2 menjelaskan tentang perkembangan Pembiayaan Pada Bank Umum

Syariah selama tahun 2018



Tabel 1.2

Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum syariah

PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH
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Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
B Mudharabah| 6.2 | 59 | 63 | 64 | 65| 6.1|6.0 58|56 |58| 56|54
B Musyarakah | 58. | 59. | 60. | 60. | 61. | 60. | 61. | 63. | 64. | 64. | 65. | 68.

Murabahah | 113 | 113 | 114 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 118 | 118 | 118 | 118

Sumber Data: Statistik Perbankkan Syariah Desember — 2018

Dari gambar 2.1 di atas disebutkan bahwa pembiayaan Murabahah
mengalami peningkatan dari Januari sampai Desember yang merupakan suatu
pembiayaan yang lebih banyak peminat dari pada pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah. Sehingga peneliti timbul pertanyaan faktor apa yang menyebabkan

rendahnya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakabh.

Pada penelitian sebelumnya peneiltian yang dilakukan Oleh Fadhila (2015)
Analisis pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap laba, penelitian ini
bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pembiayaan pembiayaan
tersebut terhadap laba yang ada pada Bank Syariah Mandiri dan hasil dari
penelitian ini adalah menyebutkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak
berpengaruh terhadap laba hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah

akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan sehinggal laba yang didapat tidak




sesuai yang diharapkan, dan untuk Murabahah meemiliki pengaruh terhadap
meningkatkan laba bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Destiana (2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak
ketiga dan resiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dimana
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik DPK maupun resiko, semuanya

memiliki pengaruh positif terhadap pemibiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut Bl seri kebanksentralan No. 14 fenomena rendahnya pembiayaan
berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan
dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung
merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada
kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi
hasil ini adalah terbentuknya persepsi atau pemahaman publik bahwa bank
syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan

Yumanita, 2005).

Berdasarkan Pernyataan di atas menjukkan masih rendahnya pembiayaan
berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah dan pembiayaan tersebut
masih memiliki resiko yang tinggi dari pada pembiayaan berbasis jual beli
murabahah yang tidak memiliki resiko yang tinggi dengan mengetahui faktor-
faktor yang menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasi memiliki resiko yang
tinggi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis kembali pembiayaan
mudharabah dan musyarakah dengan melihat Catatan atas laporan keuangan
yang ada di Bank syariah mandiri pusat melalui website apakah sudah sesuai
dengan PSAK 105 dan 106 serta melakukan wawancara dengan salah satu
cabang Bank syariah mandiri yang telah menerapkan keputusan yang dibuat

oleh kantor pusat Bank syariah mandiri.



1.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kebijakan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam

rangka penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang dicapai adalah:

Menganalisa kebijakan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam

rangka penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri.

1.3 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terhadap

beberapa pihak yaitu:

1.

Bagi Bank syariah mandiri.

Penelitian ini di harapkan dapat membuka wawasan pada pihak bank syariah untuk
semakin memperbaiki kualitas Pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga
pembiayaan tersebut dapat membuat banyak nasabah yang tertarik melakukan
pembiayaan.

Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terhadap masyarakat yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembiayaan.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman lebih tentang prinsip
dan pengaruh pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan mudharabah dan

musyarakah.



